
l. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupatcn dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengan: 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik lnclonesia Tahun 1999 Nomor 75. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 385 I); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 rentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 38741 sebagaimana telah dlubah dengan 
Undang-Uodang Nornor 20 Tahun 2001 tenrang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 l Tahun 

a. bahwa dalam rangka pencegahan terjadlnya 1indak 
pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepara perlu dilaksanakan pengendalian 
gratifikasi; 

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara 
yang bcrsih dan bebas dari Korupsi. Kolu si dan 
Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jepara, pertu pengendallan tcrhadap penerimaan 
rnaupun pemberian gratlfikasi bagi pegawal 
Pemerintah Kabupaten .Jepara; 

c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagalmana 
dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, pcrlu 
menetapkan Peraturan 13upatl tentang Pedoman 
Pengcndalian Grallflkasi; 

Mcngingal 

Menimbang 

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIF'lKASI 
DI LINGKUNOAN PEMERINTAH RABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA. 

PERATURAN BUPAT! JEPARA 
NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

BUPATI JEPARA 



l999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Le.mbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 200 I 
Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara Repubtik 
Indonesia Nomor+l50); 

-t. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ientang 
Komis! Pernberantasan Tindal, Pidana Korupsl 
[Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepubJJk 
lnclonesla Nomor 4250) sebagaimana telah cliubah 
dcngan Undang-undang Nomor 10 Tahun .2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 rcntang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pernberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Me.njadi Undang-Undang (Lemba.rnn Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor L07, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 56981: 

5. Unclang-Undang Nornor l2 Tahun 2011 tentang 
Pembemukan Peraruran Perundang-unclangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.1 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nornor 523'1); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerinrahan Daerah fLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 22-l, Tambahan 
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
clengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
reruang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 rentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pernerlntah Nomor 42 Tahun 2004 
tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kodr Etlk 
Pegawaln Ncgcri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 14 l , Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4++9): 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 
lnclonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5494); 

9. Pcraturan Pcmerinlah Nomor 60 Tahun 2008 
ientang Sistem Pcngendalian Intern Pcmerintah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor4890); 



Dalarn Peraiuran Bupali int vang climaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupatcn Jepara. 
2 Pcmeriruah Darrah adalah Bupatl dan perangkat dacrah sebagal 

unsur penyelcnggaraan pernerintahan daerah , 
3. Bupati adalah Bu pati Kabu paten Jepara. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara. 
5. Inspektorat adalah lnspcktorat Kabupaten .Jepara, 
6. lnspektur adalah lnspektur Kabupatcn Jepara. 
7. Pegawai Pemerintah Kabupaten .Jepara dlsebut Pegawai Ncgcri Sipil 

yang selanjutnya disebut Aparatur Slpil Negara yang cilsingkal ASN 
adalah pegawai negeri sipil da.n pegawai pcmcnruah dcngan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pernbina kepegawaian 
dan discrahl rugas dalam suatu jabata.n pcmcrlntahan atau diserahi 
tugas negara lalnnya dan digaji berdasarkan peraruran perundang­ 
u ndangan, 

8. Komisi Pemberantasan Korupsl yang selanjumya disingkat KPK 
adalah lcmbaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat independen dan bcbas dari pcngaruh 
kekuasaanrnanapun sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang 
Nomor JO Tahun 2002 tcntang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Koru psi. 

9. Oratifika.si adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, 
rabat (discoum), komisi, pinja.man tanpa bunga. tiket perjalanan, 
Iasilitas pengmapan, perjalanan wisata, pengobaian cwna.-cuma, 

I 

Pasal 1 

Bt\B I 
Kt::TC:NTUAN UMUM 

PEDOMAN PERATURI\N BUPATI 1'ENTANO 
PENOENDALIAN GRATIFIKASI. 

Mcnctapkan 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraruran Pemertntah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5 1-53); 

11. Pera LU ran Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Len tang 
Srrategi Nasional Jangka Pa.njang Tahun 2012-2025 
dan Jangka Menengah Tahun 20 l2-20 I-+; 

12. Pcrat.uran Menleri Pemberdayaan Aparaiur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pembengunan Zona Integrltas 
Mcnuju Wllayah Bcrsih Dari Korupsl Dan Wllayah 
Birokrasi Bersih dan Melayanl cil Lingkungan 
Kcmenterianyl.ernbaga dan Pcmerintah Daer-db. 



dan Iasilitas lamnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di 
luar negeri, yang cllla.kukan dengan menggunakan sarana elektronlk 
atau tanpa sarana clektronik. 

Ill Pengendalian Gratlfikasi adalah suatu sistern vang bertujuan untuk 
mengrnclalikan pcncrimaan gratiflkasi sccara traosparan clan 
a.kuntabel melalui serangkalan kegiatan yang mellbalka.n partisipasi 
akrl! badan pemcrlnrahan, dunia usaha dan masyarakat uni uk 
membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi, 

LJ. Graliflkasi yang dianggap Suap adalah gratifikasi yang diterima oleh 
PejabaL/ Pegawai Pernerlnta Dacrah, yang berhubungan dengan 
ja batannya clan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, 

12 Uni I Pengcndallan Grauflkasi selanjul nya dlsingkat UPO adalah 
suaiu unit yang diberuuk untuk melakukan tugas clan fungsi proses 
pengendalian terhadap penenrnaan. penolakan clan pernberian 
gratiflkasi serta pelaporannya. 

l.J. Pember! adalah para pihak balk perseorangan, sekelompok orang, 
badan hu kurn arau lernbaga yang mcmbcrikan grariflkasl kepada 
penerima gratifikasi. 

I+. Penerlma gralil1kasi adalah Pcjabat Negara/ Aparatur Sipil Negara 
atau pihak lain yang rnempunyai hubungan ketuarga/ kekerabaian/ 
sosial lainnva dengan pegawai dirnaksud yang menerirnagratifikasi. 

l5. Pedoman Pengendalian Graliltkasi aclaJah acuan untuk 
rnelaksanakan pengendalian gralifikasi dalam rangka membangun 
pemerintahan yang bersih di Lingkungan Pemcrinrah Kabupatcn 
Jepara. 

lli Forrnullr Pelaporan GraUfikasi adalah Iembar tsian yang dltctapkan 
olch KPK dalam bentuk elekrronik arau 11011 elckironik unruk 
rnelaporkan Penerimaan Gratlflkasi, 

17. Pelapor adalah Pegawal di Lingkungan Perncrintah Kabupatcn 
Jcpa1-a yang rnenyampalkan laporan atas pcnolakan, penerimaan, 
pemberian gratiflkasi. 

18. Laporan Gratiflkasi adalah dokumen yang berisl informasi lengkap 
penerimaan Gralifikasi yang dituangkan dalarn Forrnullr Pelaporan 
a ratifikasi oleh Pelapor. 

19. Pihak Ketiga adalab perseorangan maupun badan hukurn di luar 
Pcmerintah Kabupaten .Jepara yang bermteraksl dan bekerjasama 
dengan Pcmerintah Kabupaten Jepara tapi tidal, terbatas pada 
pcncrima jas, pemasok, agen. 

~ Konflik kepentlngan adalah kondlsi dari Pcjabal/Pcgawai yang patut 
dlduga mernlllkl kcpenungan pribadr dan dapa.t mcmpengaruhl 
pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patur. 

21 Kedinasan adalah seluruh aktlvitas resmi PejabaL/ Pegawai dalarn 
pelaksanaan tugas, fungsi clan jabatannya. 

Z2. Berlaku umum adalah suatu kond.si bentuk pernberian yang 
dibcrlakukan sama dalam hat jenis, bentuk, persyaratan atau nilai 
untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran. 



PasaJ ~ 

Prinsip dasar dalam Pedoman pengendalian gratifikasl yaltu: 
a. Setiap pejabat/pegawal dilarang menerima dan/atau memberikan 

Gratifikasi yang dianggap suap: 
b. Sctiap pciabat/pcgawal benanggung jawab menjaga profesionalitas 

dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian 
Gratifikasi. 

Bagian Kedga 
Prinsip Dasar 

Ruang hngkup Peraturan Bupau iru rneliputi: 
a. Pengendalian Gratifikasi 
b. Unit Pengendallan Gratifikasi 
c. Sosialisasi 
d. Perlindungan Peiapor Gratifikasi 
e. Pengawasan 
f. Pcncegahan 
g. Pcmbiayaan 
h. Sanks! 

Pasal 3 

Bagian Keclua 
Ruang Lingkup 

(2J Peraturan Bupati ini bertujuan. 
a. Merungkarkan kcpatuhan Pcjabat dan/aiau Pegawai ierhadap 

keternuan gratifikasi; 
b Mcnciptakan lingkungan yang transparan clan akuntabel untuk 

mendukung ierciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemeriruah 
Kabupaten Jepara yang bersib dan melayani: 

c. Mernbangun integritas pegawal yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme: 

d. Mcningkatkan efcktivitas dan efisiensi terhadap pclaksanaan 
Program PcngendaUan Gratifikasi di Pernerintah Pemeriruah 
Kabupaten Jepara. 

e. Menegakkan wibawa dan independensi Pegawai. 

ti) Pcraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman 
dalam memahami, mcngcndalikan dan mengelola gratlfikasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 

Bagian Kesaiu 
Maksud Dan T\..juan 

BAB Il 
!\lAKSUD. TUJUAN. RUANG LINGh.'UP DAN PRINSIP 



(2) Sc1iap Pcjabar/ pegawal wajib menolak gratifikasi sebagalmana 
dimaksud pada ayat Ill, kecuali: 
a penerlmaan tidak dlketahu i proses pemberiannya; dan/ atau 
b. ticlak diketahui identitas pemberi 

(II Gratlfikasi yang dapat tlianggap suap sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 5 hurufa, meliputi : 

a Uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelab proses lclang atau 
proses Ialnnya yang berhubungan dengan jabaran penerirna: 

b. Hadiah dalam arti luas misalnya uang, Iasilitas. akomodasi dari 
Pihak kcliga yang clikctahui atau parut diduga dibcrikan karena 
kewenangan yang berhubungan dengan jabatan pcnerima; 

c, Uang, barang, Iasilltas aiau akornodasi yang diterima petugas dan 
pejabat panitla pengadaan barang dan jasa dari penycdia barang 
dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang 
dijalankan; 

d, Uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterirna 
Pejabatj'pegawai dari Pihak Ketiga sebagal hadlah atas Perjanjian 
Kerjasama yang tengah dljaUn; 

e, Fasilitas perjalanan wisata oleh Pejabat/pegawai dari Pihak Ketiga: 
C Pasilitas e,uer1ai11111e11t, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan 

yang tcrkalt pelaksanaan tugas dan kcwajiban Pcjabat/pegawai 
Pernerintah Kabupaten Jepara dari Pihak keuga yang tidak relevan 
dengan penugasan yang diterima dari Perncrintah Kabupalcn 
.Jepara; 

g. Potongan ha.rga khusus [dlskon] pada saar Pcjabatj'pegawai 
membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermirra clengan 
Pernerintah Daerah; 

h. Parcel yang dlterirna oleh pejabat/pegawai dari pihak keliga pada 
saat l lari raya Keagamaan clan atau: 

L Sumbangan berupa katerlng dari pihak kctiga pada saat 
pejabai /pegawai mclaksanakan pesta pernlkahan: clan/atau 

j. Penerimaan dalarn bcntuk lainnya vang dilarang sesuai dcngan 
keten l uan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Gratifikasi terd iri atas: 
a. Gratil1kasi yang dapat dianggap suap: dan 
b. Grat.iflkasi yang udak dianggap suap. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Klasiflkasi Gratifikasi 

BABnI 
PENGENDALIA1'1 GRATIFl.1'ASI 



Pasal 8 

(I) Oratlflkasl yang tldak dianggap suap sebagalmana dimaksud dalam 
PasaJ 5 huruf b Lcrdiri dari: 
a. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakck/nenek, 

bapak/ibu/mcrtua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, 
paman/bibi. kakak/adik/ipar sepupu, clan keponakan 
sepanjang tidak mempunyal konfllk kepentingan terhadap 
pcnerima gral.i.fi.kasi; 

b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang 
memiliki nilai jual dalarn rangka pcsta pcrnlkahan, kelahiran, 
aqiqah, baptis, k:hitanan, da.n potong gigi. arau upacara 
adatyagama lainnya dengan barasan nllat per pernberian per 
orang dengan total pemberian paling banyak Rp 
l.000.000,00 (saru juta rupiah) dalam I (satu) tahun dart pernberl 
yangsama; 

c, Pembcrian tcrkait dengan musibah atau Bencana yang dialami 
oleh Pegawai Negcri / Penyelenggara Negara atau 
bapak/ibu/mertua/suami/ istri/anak dari Pegawai 
Ncgcri/Penyclenggara Negara dengan batasan nilai per pernberian 
dengan total pemberian per orang paling banyak Rp 1.000.000,00 

12) Grati11kasl sebagaimana dimaksud parla ayat I I) wajib dilaporkan 
kepada UPG. 

(J) Gratlfikasi yang tldak dianggap suap dan terkall dengan kedlnasan 
sebagaimana d!maksucl dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari narnun 
tidak 1 crbatas pad a: 
a. fasilitas transportast, akomodasi, uang saku. jamuan makan , 

dalam kegiatan yang tcrkalt pelaksanaan tugas atau kewajiban 
PeJaiial/ pegawai Pemerintah Daerah dan instansi atau lembaga 
bcrdasarkan penunjukan da.n penugasan resmi dari Pemerintah 
Daerah, sepanjang diatur dalam ketentuan perundang-undangaa 
mengenai standartsasi yang berlaku di lnstansi pemerintah dan 
tidak terdapat pcmbiayaan gancla, tldak ierdapat konflik 
kepcntingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di 
Pcmcrintab Kabupatcn Jcpara; 

b. plakat, vandel, g<Joriy hag/gimnrirk dari panitia seminar, lokakarya, 
pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya 
didasarkan pada penunjukan atau penugasan resrru dan 
Pcmeriruah Dacrah; 

c. hadiah pada waktu kegiatan korues atau kcmpettsi terbuka dalam 
kcdinasan. 

131 Seuap Pejabat/ pcgawai wajib melaporkan penerimaan gratifikasi 
sebagaunana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK atau melalul UPG. 



(I) Setiap Pejabat/Pcgawal wajib mclaporkan sctiap pcncrlmaan 
Oralifikasl sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 5 huruf a, kepada: 
a. KPK paling larnbar 30 (1 iga puluhi hari kerja terhirung sejak 

ranggal grauflkasi diterima; atau 
b. Melalui UPG paling larnbat 7 (tujut1) hari kerja lerhilung sejak 

tanggal grauflkasi dltenma, 

(2J Laporan penerimaan gratifikasi sebagairiana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b dapat dllakukan dengan a au tanpa penyerahan uang 
dan/arau barang melalui website atau e-mail UPG dan/aiau tcrtulis 
dengan menggu nakan formu lir yang dite -itu kan oleh KPK. 

(3) Laporan gratiiikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
kurang mernuat data sebagai berikut, 
a. Nama dan alamat lengkap penerima ran pernberi Oratlflkasi: 
b. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; 
c. Tcmpal dan waktu pcnerimaan Gratiff<asi; 
d. Uraian jenis Gratiflkasi vang ditenma; 
c. Nilai GratHikasi yang diterima: dan 
r. Kronologis peristiwa penerimaan Cirawlkasi. 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Kewajlban Lapor Penerimaan Gratiflkasi 

(saru jura rupiah I dalam 1 tsaiu ranun dari pemberi yang sama; 
d. Pcmberian sesama Pegawai ~egcri atau Penyclenggara Negara 

dalaro rangka pisah sambut, pensiun, prorncsi jabatan, dan ulang 
tahun yang udak dalam benruk uang paling banyak Rp 
300.000.00 (t1ga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang 
dengan total pembcrian Rp 1.000.000,00 [satu jula rupiah) dalam 
1 (saiu] rahun darl pemberi vang sama: 

e. Hadiah langsung/tanpa diundi. hadiah basil undian, 
dlskon/rabat, voucher, point rewards atau hadiah lainnya yang 
Berlaku Urnum; 

r. I Ildangan aiau sajian yang berlaku u mum; 
J!.. Prestasi akademis atau non aka-Icmis yang dllkuu dengan 

mcnggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlornbaan atau 
kompctisi; 

h. Kcuntungan atau bunga dari pencmparan dana, mvestasi atau 
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum: 

i. Kompensasi atau penghasllan atas profesi cLi luar kcdlnasan yang 
tidak rcrkah dengan pelaksanaan IL gas dan Iungsi dari penerima 
gratlfikasi dan telah mcndapatka n 1Jin tertulls dari atasan 
langsung aiau plhak lain yang berwe rang. 

(2J Pcncrimaan grattflkasi sebagalmana di naksud pada ayal ( I J tidak 
waiib dilaporkan sepanja.ng gradflkasi torsebui ridak bcrhubungan 
dcngan jabaian dan tidak berlawanan jengan kewajiban arau rugas 
Pcjabat/ Pegawal. 



Pasal 11 

Ill Seuap Pejabat/pegawa.i wajib memenuhi undangan UPG dan/atau 
KP!, dalarn ha! dipcrlukan Informasi uniuk penelaahan gratifikast. 

(2) PejabaL/pegawai wajib mematuhl KeputJsaa UPG clan/atau KPK atas 
kepemillkan gratiflkasi. 

111 Setiap Peja.bat/ Pegawai wajib rnelaporkan setiap pcnolakan 
Oratiflkasi scbagalrnana dlmaksud dalarn Pasal 5 hurur a, kepada: 

a. h."PK paling lambat 30 hari kcrja tcrhttung sejak tanggal gratlfikasl 
duolak: atau 

b. rnelalui UPG paling lambat 7 (Lujuhl hari kerja terhltung sejak 
tanggal gratifikasl dlterima. 

(2J Laporan pcnolakan gratifikasi sebagarrnana d imaksud pada ayai (1) 
huruf b dapat dilakukan melalui website atau e-mail UPO dan/atau 
tertulis dengan mcnggunakan Iormullr yang ditcnrukan. 

(31 Laporan penolakan gratlflkasi sebagalmana dlrnaksud pada ayai (2) 
paling kurang mcmuat data sebagai berlkur: 

a. Nama clan alamat lengkap penerima dan pemberi Oral lflkast, 
b, Jahat.an Pcgawai Ncgcri arau Pcnyelenggara Negara; 
c. rernpat dan waktu penolakan Grat!l1kasi; 

cl. Uraian jcrus Gratlflkasi yang duolak: 

e. Nilai Gratilikasi yang ditolak (jika diketahuiJ; clan 

r. Kronologts peristtwa penolakan GraUfikasi. 

Pasal 10 

Haglan Ketiga 
Kewajiban taper Penolakan GratJl1kas! 

t6! Ketentuan leblh lanjut rnengenal prosedur dan rnekanlsrne pelaporan 
grautlkasi diatur olch lnspektur sclaku Ketua UPG. 

151 Pejabar I Pcgawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4] dijamin kerahasiannya. 

{-ti Pejabat/ Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahul adanya 
pelanggaran terhadap pcraturan ini agar segera rnelaporkan kepada 
UPG secara langsung aiau melalul Pos/ e mail. 



Pasal 1-1 

Dalam rnelaksanakan kcwajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
UPG mcmpunvai rugas : 
a. Menerima laporan gratiflkasi dari ptjabat/pegawru dan mcrninta 

pemcnuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan 

UPG sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 12 berkewajiban: 

a Melakukan penelaahan clan rnenyampaikan laporan hasil pcnelaahan 
clan dokurnentasl terkalt aias laporan penerirnaan dan penolakan 
Oratlflkasl kepada KPK paling tambat l O (sepuluh) hari kerja sejak 
laporan gratiflkasi direrima olch UPG: 

ll Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut 
laporan penerlrnaan grattllkasl yang dlkelola UPG setiap 3 (tiga) bulan 
kcpadaKPK. 

c Mcnyampalkan laporan rekapitulasl penanganan dan Lindak lanjur 
laporan penerimaan clan pemberian gratifikasi kepada Gubernur 
secara perlodik set iap 3 (Liga) bulan; 

d Merahasiakan Pelapor penerlma gratlfikasi kecuali atas perintah 
keteruuan perundang-undangan. 

Pasal 13 

Bagian Kc·dua 
Kewajiban Dan Tugas 

Pasal 12 

fl) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pklana 
korupsi melalui grauflkasi dlbentuk UPG. 

(2J Susunan UPG sebagaimana dimaksud pada ayai (1) tcrdlri dari: 
a. Pengarah l · Bupan Jcpara 
b. Pcngarah a : Wakil Bupati Jepara 
c. Koordinntor : Sekretaris Daerah 
d. Ketua : lnspektur Kabupaten .Jepara 
e. Sekretaris l : Sekretaris lnspektorat 
f. Sekretrals IT : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 
g. i\nggota : lnspektur Pembaru.u Z Auditor/ 

P2UPD/Staf pada Inspektorat Kabupaten 
.Jcpara. 

(3) UPO sebagaimana dlmaksud pada ayat (2J dlietapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati, 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

BABJ\ 
UNIT PENGENDALlAN GRATIFIKASI 



(2J Kcieruuan lebih lanjutmengenai penemuan pernanfaatan 
penerimaan gratifi.kasi diatur lebih lanjut oleh lnspektur selaku Ketua 
UPG. 

Pl Dalam haJ penerimaan graUfikasi ditctapkan oien KP!, untuk clikelola 
Pcmerintah Dacrah. maka UPO dapar: 

a. Mengembalikan kepada pernberigratifikasi; 
b. Menyu mhangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lairmya 

clan/alau d lmusnahkan; 
c, Dimanfaatkan oleh Pemcrintah Daerah untuk kepr-rluan 

pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Pasal 16 

11) Dularn rangka pelaksanaan pengendalian grat:ifikasi pcrlu dilakukan 
sosialisasi. 

!2) Sosiulisasi sebagaimana dlmaksud pada avai (1) memuat: 
a. Pencanturnan ketentuan larangan penerimaan. gratifikasi pada 

setiap SKPD yang rnemberikan pelayanan pu bUk. pengumu man 
dalam proses pcngadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan 
ba.rang dan JSSa dan pada surat-surat yang disampaikan kcpada 
pihak ketiga lalnnya: 

b. Pemberian informasi kepada seluruh Pejabat/pegawai dan pihak 
keuga olch UPG; 

c. Sosialisasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 dilaksanakan 
melalui media elektronik maupun median non clektronlk, 

Pasal 15 

BABV 
SOSIALISASf 

pernilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai; 
h, \f"lakukan koordinasi, konsultas: dan surat-menyurat kepada KPK 

atas nama Pcmcrintah Daerah daJam pelaksanaan Peraturan Bupati 
ini; 

c, Menindaklanju U alas pernanfaatan penerlmaan graUfikasi Lidak 
dianggap suap icrkan kedinasan oleh Pemcrintah Provins! .Jawa 
Tengan maupun oleh penerima; 

cl. Meminta data dan infonnasi kepada SKPD/Biro tcrkait pemaruauan 
penerapan pengendalian gratlflkasi; 

e, Mcrnberikan rekomcndasi kepada Tim Pernerlksa tnrernal jika ierjadi 
pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini oleh Pejabatypcgawal. 



(11 Pegawai yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak 
penerimaan gra.tifikasi, wajib membuat taporan untuk menghindari 
adanya risiko melekat di kemudian ban terhadap para pihak. 

PasaJ 20 

Setiap pegawai wajib rnelakukan pencegahan atas gratifikasi dan 
melaporkan segala beruuk penerimaan grat..ifikasi. 

PasaJ 19 

BAL3 VIII 
PENCEGAHAN 

(1) Kepala SKPD bertanggung iawab atas pelaksanaan pcngendalian 
grauflkasi cli SK.PD/ UPf. 

r.21 lnspektur melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian 
gratifikasi cU llngkungan Pernerintah Kahupaten Jepara. 

{3) lnspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud parla 
ayat (2l kepada Bupati. 

Pasal 18 

BAB Vll 
PENGAWASAN 

t21 Upaya perlindungan scbagaimana dimaksud dalarn ayat (1 I diberlkan 
dalarn hal: 
a. Adanya lntimldasi, ancaman, pendiskreditan atau pcrlakuan yang 

tidak lazim lainnya aras cla.rnpak pelaporan iersebut dari pihak 
internal: 

b. Pelapor menyampalkan permohonan secara lertulis kepada Bupati 
melalui Ketua UPO. 

(JI Pclapor gratifikaSJ berhak unruk mendaparkan upaya pcrllndungan 
berupa; 
a. Perlindungan darl Llnda.kan balasan atau perlakuan yang berstfat 

admmistratif kepegawaian yang tidak objcktif dan mcrugikan 
pelapor, narnun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, 
penurunan pcnllainn kinerja pegawai, usuJan pernlndahan 
tugas/mucasi atau hambaran karir la.mnya; 

b. Pernindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal tlmbul intirnldasi 
atau ancaman lisik; 

c. BanLuan hukum scsuai dengan keientuan yang berlaku di 
lingkungan Pemerintah Dacrah; 

d. Kerahasiaan idenutas. 

Pasal 17 

BAB\'! 
PERLIN DUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI 



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
JEPARJ\, 

Diundangkao di Jepara pada 
ianggal 9 Januari 2017 

Pll. BUPA'l'I JEPARA, 

Ditctapkan di Jepara 
pada ianggal 9 Januari 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati lni dcngan penernpatannya dalam Berita Daerah. 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada ianggal dlundangkan. 

Pasal 23 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Setiap Pejabat/Pegawai yang rnelanggar keteniuan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 6 ayar 12), Pasal 6 ayat (3). Pasal 7 ayat (2), PasaJ 9 
avat (11 dan/ atau Pasal 10 dlkcnakan sanksJ sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal22 

BABX 
SANKS! 

Semua biaya yang timbul sebagal akibat diterapkannya Peraturan Bu pall 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). 

Pasal 21 

BAB LX 
PEMBIAYAAN 

r?i Dalam keadaan tertentu Pegawai a.dak dapat menolak pembenan 
granfikasr. Pegawai dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada 
KPK melalui UPG. 


